WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 7TAHUN 2020
TENTANG ‘ '

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 65 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,

Menimbang

Mengingat

DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,

dan tata kerja Inspektorat Kota Padang telah diatur
dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 65 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat; (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 65).

bahwa karena adanya perubahan susunan organisasi
maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan

- Wali Kota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Inspektorat. .

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679); :
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6402);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 65 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 65 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Inspektorat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 65) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
a.. inspektur;
b. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian evaluasi dan pelaporan.
inspektur pembantu I;
inspektur pembantu II;
inspektur pembantu III;
Inspektur pembantu IV;
inspektur pembantu khusus;
kelompok jabatan fungsional.
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(2) Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Irban yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional tertentu yang
melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III
dan Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur
untuk melaksanakan fungsi Inspektorat dalam pengawasan internal
dan pembinaan di masing-masing wilayah kerjanya dan Inspektur
Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
internal dan pembinaan yang bersifat khusus.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III
dan Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja
Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan;

e. mengusulkan program pengawasan dan pembinaan di wilayah
kerjanya,

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di
wilayah kerjanya;

g. melaksanakan koordinasi tugas pengawasan internal meliputi audit
aspek keuangan tertentu, audit kinerja, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di masing-masing
wilayah kerjanya;

h. melaksanakan pembinaan di masing-masing wilayah kerjanya;

i. melaporkan pelaksanaan hasil pengawasan dan pembinaan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja; dan
1. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.



(5) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

(6)

a.

n.

menyusun rencana operasional berdasarkan program Kkerja
Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai
target kinerja yang diharapkan;

mengusulkan program pengawasan dan pembinaan bersifat
khusus;

menyusun standar operasional prosedur pengawasan dan
pembinaan bersifat khusus;

mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan kasus dan
pengaduan;

menyiapkan dan merumuskan kebijakan dan fasilitasi penanganan
kasus dan pengaduan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan audit/pemeriksaan
dengan tujuan tertentu;

mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dengan aparat pengawas
eksternal dan internal lainnya serta aparat penegak hukum
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaporkan hasil pengawasan internal dan pembinaan yang
bersifat khusus;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

Disamping fungsi yang dilaksanakan oleh Irban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Irban juga mempunyai tugas lain, yaitu :

a.

b.

Irban 1 melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang
keuangan;

irban II melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang
aparatur;

irban III melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah;

irban IV melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang aset
daerah;

irban khusus melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang
Reformasi Birokrasi atau pengendalian gratifikasi



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 /gr«L 2020

OTA PADANG,

LDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal J April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

TA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 720



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 7}0 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
PADANG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

INSPEKTORAT
INSPEKTUR
SEKRETARIS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Evaluasi dan
Umum Keuangan
Pelaporan
Inspektur
Inspektur Inspektur Inspektur Inspektur Pombaiite
Pembantu I Pembantu II Pembantu III Pembantu IV
Khusus
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
1. Auditor 1. Auditor 1. Auditor 1. Auditor 1. Auditor
2. P2UPD 2. P2UPD 2. P2UPD 2. P2UPD 2. P2UPD
. Auditor Kepegawaialg B. Auditor Kepegawaias B. Auditor Kepegawaia  B. Auditor Kepegawaia B. Auditor Kepegawaiay

KOTA PADANG,

LDI



